


Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadva Daerah Tingkat 1I Banjarbaru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,
an%ounv.ohg :M.Mmg Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesina Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400},

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 téniang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5049);

8, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwekilan Rakyat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 47 , Tambahan lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomar 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575},

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintab Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keteérangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tantang Standar Akuntans: Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tantang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Herita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomar 12);

22. Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANOGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.












Pasal 8

Fgggwlaog_gﬁﬂg&%ug?! 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember
Tahun 2015 sebagai berikut :

8. Ekuitas Awal Rp. 2.506.227.120.793,94
b, Surplus / Defisit Rp.  278.290.572.643,86
c.  Ekuitas Akhir Rp.  2.202 648.569.690,14

Pasal 9

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 1 hurul g Tahun Anggaran 2015 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Eagsggruggglg
yang merupakan bagian tidek terpisahkan dari Peraturan Daerah ind terdiri dari ;

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 1.1 . Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Dacrah dan

Lampiran 1.2  : Rincian -L_S.i: Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dacrah menurut urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 glg&%gggangggggﬁ%gg
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Lampiran .5  : Daftar Piutang Daerah

Lampiran 1.6  : Daftar Penyertaan Modal ( investasi | Daerah;

Lampiran 1.7 : Dafiar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;









